‘»5“0" A
S

V7

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

a. Sesuai amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional;

bahwa penyusunan RPJMD dilakukan untuk menjamin
kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam
rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah menyangkut kualitas dan kuantitas
pelayanan yang menyentuh langsung menyentuh
kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan,
pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan
masyarakat;

bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-
2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 19);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor 207).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan :

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



10.

11.

12.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-
2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat periode 20 (dua puluh) tahun sejak Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima)
tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun
2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk
periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah
yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka
menengah, perencanaan tahunan daerah serta pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan
daerah.



(2)

(3)

(4)

(2)

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada RPJPD
dan memperhatikan RPJMN.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah
kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,
kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

a. dasar hukum bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Renstra;

b. dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota di
Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan
memperhatikan tugas dan fungsi serta kewenangan dalam
mencapai sasaran pembangunan Daerah yang termuat di
dalam RPJMD;

c. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
RKPD;

d. pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJMD; dan

e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pelaksanaan pembangunan Daerah.

RPJMD wajib ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan
pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan
nonpemerintah.

BAB II
DOKUMEN RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran,
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. pendahuluan;

gambaran umum daerah;

visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah;

e. penutup.

oo
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(3)
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(2)

(3)

(2)

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berkala.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 5

Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam
RPJMD bersifat indikatif.

Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun
pelaksanaan RPJMD disampaikan oleh Gubernur kepada
DPRD dalam sidang paripurna untuk mendapatkan
keputusan.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam RKPD.

Pasal 6

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan
untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan
daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya
diwajibkan menyusun RKPD untuk Tahun pertama periode
Gubernur berikutnya.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun pertama oleh Gubernur terpilih.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025
NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT:



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025-2029

UMUM

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809). Kedudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Desain pengaturan Provinsi
Nusa Tenggara Barat berdasarkan Undang-Undang tersebut masih
menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS)
1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi
dengan dinamika dan perubahan hukum masyarakat.

Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka mulai untuk
jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, jangka menengah 5 (lima) tahun, dan
jangka waktu tahunan. Tahapan pembangunan jangka panjang Daerah Nusa
Tenggara Barat terdiri dari 4 (empat) tahapan pembangunan jangka
menengah Daerah yaitu tahap I Fondasi (2025-2029), tahap II Akselerasi
(2030-2034), tahap III Pemantapan (2035-2039), dan tahap IV Perwujudan
(2040-2045).

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah
Nusa Tenggara Barat Tahun 2045, maka dalam RPJPD telah ditetapkan arah
kebijakan pembangunan jangka menengah setiap tahapan. RPJMD Tahun
2025-2029 merupakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap
pertama yang diarahkan pada penguatan fondasi transformasi menjadi lebih
kokoh dengan mendayagunakan modal pembangunan yang telah dimiliki
dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal sehingga dapat
mendukung proses akselerasi pada tahapan berikutnya.

Karena lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 cukup terdiri dari 7 (tujuh)
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Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hubungan konsultasi penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pengendalian dan
evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas



